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BUPATI PEKALONGAN

PERATURAN BUPATI PEKALINGAN
NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

o

Pekalongan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
b. Bahwa Standar Pelayanan Minimal ditetapkan  untuk

ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh

Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.

c. Bahwa Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan berfokus
kepada jenis pelayanan,dapat ditunjukkan indikator-indikator yang terukur,
adanya target pencapaian kinerja,relevan dan dapat diandalkan serta tepat

waktu;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf
b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

Kraton Kabupaten Pekalongan.

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Lembaran Negara Republik

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, Tembahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3495);

Bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu persyaratan
administratif bagi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kraton Kabupaten
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13

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentu8kan {eraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

UNDANG-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undnag Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota
Kabupaten Daerah Tingkat Il Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Peklaongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kitamadya Daerah Tingkat Il Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat Il
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;



Menetapkan

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

15 Kaputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/I1/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Rumah sakit.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN

MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KRATON KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan

4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten
Pekalongan adalah Satuan Kerja di lingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan / atau jasa pelayanan kesehatan yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi,evektifitas dan produktivitas.

5. Ditrektur adalah pemimpin BLUD RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.

6. Pelayanan rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan BLUD RSUD Kraton
Kabupaten Pekalongan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan
medik,pelayanan penunjang medik,pelayanan keperawatan dan pelayanan
administrasi manajemen.

7. Setandar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur
layanan minimal yang diberikan BLUD RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan
kepada masyarakat.

8. BLUD RSUD adalah BLUD RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan yang
selanjutnya disebut BLUD RSUD Kraton.

BAB Il
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BLUD RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN
Pasal 2

(1) BLUD RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan menyelanggarakan pelayanan
kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
acuan dalam pelayanan rumah sakit.

(3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran Peraturan Buplati ini.



BAB IlI
PENGORGANISASIAN
Pasal 3

(1) Direktur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di
BLUD RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal
sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh semua
lini melalui penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit di bawah koordinasi
Wakil Direktur Pelayanan BLUD RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.

(3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit
dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

(1) Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan, merupakan acuan dalam
perencanaan program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan.

(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit yang ditetapkan.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di
Rumah Sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal.
(2) Fasilitasi dimaksud ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman,
bimbingan teknis, dan pelatihan meliputi :
a. Perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan
Minimal;
b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target;
c. Penilaian pengukuran kinerja;
d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 6

(1) Direktur melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan di BLUD RSUD Kraton Kabupeten Pekalongan sesuai Estandar
Pelayanan Minimal;

(2) Direktur menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan BLUD RSUD
Kraton Kabupaten Pekalongan sesuai Standar Pelayanan Minimal kepada
Bupati.



Pasal 7

Bupati melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan BLUD RSUD Kraton
Kabupaten Pekalongan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI PEKALONGAN
ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
NOMOR 49



